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LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR
    
:         TAHUN 2009

TANGGAL
:

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan

Kepada Yth
Kepala BKPM


PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN 
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA DI UBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 2008

I. KETERANGAN PEMOHON

1. 
Nama perusahaan




: 
2. 
Nomor, tanggal Persetujuan/



Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya



:

3.
Instansi yang mengeluarkan




:

4.
NPWP




:


5.
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian


dan Perubahannya




:

6. Nomor dan Tanggal pengesahan

Badan Hukum




:


7.
Alamat Kantor Pusat




:

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

	No
	Bidang Usaha
	KBLI
	Cakupan Produk
	Daerah/lokasi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.
Estimasi Mulai berproduksi (bulan/tahum):

2.
Investasi proyek (Rp/US$)*

:
3.
Modal perseroan (Rp/US$)*

:


a.
Modal dasar

:


b.
Modal Ditempatkan

:


c.
modal Disetor

:

4.   Tenaga Kerja Indonesia



:
orang


* Coret yang tidak perlu
III. PERNYATAAN ...

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, di tandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termaksuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
                                                                                                       .....................,..........................,.............

                                                                                 Pemohon

                                                                        Materai Rp. 6.000,-

 




………………………………….
                   Nama Jelas, Tanda Tangan
    Jabatan, Cap Perusahaan
LAMPIRAN  :

a. Rekaman akta pendirian berikut perubahannya.
b. Rekaman NPWP.
c. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
e. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63  Peraturan ini.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPALA,

                       GITA WIRJAWAN
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